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Abstract 

 

The problem discussed in this thesis was law enforcement by Indonesia in the disputed 

sea areas with other countries, such as the Malacca Strait, the Natuna Sea North and 

the Ambalat Block. Problems with the territorial boundaries lead to overlapping 

authority to enforce the law in the region if violations occured in that region. This 

happened because each country felt they had the right to enforce the law in the region. 

This thesis used a normative research method in which the source of datas were 

colected through literature study and through interviews with sources. the analysis 

used was the analysis in deductive method. From the analysis results, it can be 

concluded that between Indonesia and Malaysia have made a MoU Common 

Guidelines, namely temporary arrangements in the Malacca Strait during the 

boundary agreement between Indonesia and Malaysia in the Malacca Strait was still 

in the negotiation stage. While between Indonesia and Vietnam, it was still in the 

process of initial discussions to make temporary arrangements in the North Natuna 

Sea. Temporary arrangements were matters stipulated in UNCLOS 1982, even 

temporary arrangements were an obligation for a state party if the state party does not 

yet have a maritime boundary agreement with another country. As a result of unclear 

boundaries between Indonesia and neighboring countries, causing illegal fishing 

activities to occur in Indonesia. Illegal fishing is a transnational crime because it 

crosses borders with other countries. 

Key words: Illegal Fishing, law enforcement, the disputed sea areas, and sea 

boundaries 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ix 
 

 

 

DAFTAR ISI 

 

 

HALAMAN SAMPUL SKRIPSI  

HALAMAN JUDUL SKRIPSI  

HALAMAN PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING---------------------- i 

HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI SKRIPSI---------------------- ii 

HALAMAN MOTTO--------------------------------------------------------------- iii 

HALAMAN PERSEMBAHAN--------------------------------------------------- iv 

HALAMAN KATA PENGANTAR---------------------------------------------- v 

HALAMAN ABSTRAK----------------------------------------------------------- viii 

HALAMAN DAFTAR ISI--------------------------------------------------------- ix 

HALAMAN DAFTAR TABEL/GAMBAR------------------------------------- xii 

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN------------------------------------- xiii 

  

BAB 1 PENDAHULUAN 1 

A. Latar Belakang Masalah----------------------------------------------------- 1 

B. Rumusan Masalah----------------------------------------------------------- 9 

C. Tujuan Penelitian ------------------------------------------------------------ 10 

D. Manfaat Penelitian----------------------------------------------------------- 10 



 
 

x 
 

E. Keaslian Penelitian---------------------------------------------------------- 10 

F. Batasan Konsep -------------------------------------------------------------- 15 

G. Metode Penelitian------------------------------------------------------------ 17 

  

BAB 2 PEMBAHASAN  

A. Wilayah Perairan Indonesia 24 

1. Hak Negara Pantai dan Hak Negara Lain di Wilayah Laut Menurut 

UNCLOS 1982----------------------------------------------- 

 

24 

a Hak Negara Pantai dan Negara Lain di Wilayah Laut yang 

Berada di Bawah Kedaulatan Negara Pantai -------------------- 

 

24 

b Hak Negara Pantai dan Negara Lain di Wilayah Laut yang 

Berada di Bawah Hak Berdaulat Negara Pantai---------------- 

 

31 

c Hak Negara-Negara di Laut Bebas-------------------------------- 35 

d Penegakkan Hukum oleh Indonesia di Wilayah Perairan 

Indonesia------------------------------------------------------------- 

 

36 

B. Wilayah Laut yang Masih disengketakan oleh Negara Lain 44 

1 Selat Malaka------------------------------------------------------- 44 

2 Laut Natuna Utara ------------------------------------------------ 47 

3 Blok Ambalat------------------------------------------------------ 50 

C. Penegakkan Hukum oleh Indonesia di Wilayah Laut yang Masih 

disengketakan----------------------------------------------------------- 

 

52 



 
 

xi 
 

BAB 3 PENUTUP 88 

A. Kesimpulan---------------------------------------------------------- 88 

B. Saran----------------------------------------------------------------- 

 

90 

DAFTAR PUSTAKA----------------------------------------------------- 91 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

xii 
 

DAFTAR TABEL/GAMBAR/GRAFIK 

 

 
Gambar 1. Peta Lama  Perbatasan Indonesia dengan Malaysia di Selat 

Malaka----------------------------------------------------------------- 

 

62 

Gambar 2. Peta Baru Perbatasan Indonesia dengan Malaysia di 

 Selat Malaka---------------------------------------------------------------- 

 

62 

Gambar 3. Peta Perbatasan ZEE antara Indonesia dengan Vietnam di 

Laut Natuna Utara-------------------------------------------------------- 

 

68 

Gambar 4. Data Pelanggaran di ZEE Indonesia------------------------- 70 

Gambar 5 Peta Perbatasan Indonesia dengan Malaysia di 

 Blok Ambalat--------------------------------------------------------------- 

 

72 

  

Tabel 1. Daftar Perjanjian Indonesia dengan Negara Lain Berkaitan 

dengan Batas Wilayah----------------------------------------------------- 

 

75 

Tabel 2. Status Perbatasan Perairan Indonesia di ZEE--------------- 77 

Tabel 3. Status Perbatasan Perairan Indonesia di Landas Kontinen - 78 

Tabel 4. Volume dan Nilai Produksi Perikanan Nasional 2017------- 81 

  

Grafik 1. Jumlah Penanganan Kasus di ZEE---------------------------- 84 

 

 

 

 

 



 
 

xiii 
 

 

 

 

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN 

 
Dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya asli 

penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis 

lain. Jika skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil 

karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau 

sanksi hukum yang berlaku. 

 

 

 

 

 

Yogyakarta, 12 Desember 2019 

Yang menyatakan 

 

 

 

 

Battista Pridana Adventura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




